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Malahayati Rahman, Amrizal ]. Prang
Malikussaleh University, Indonesia
mala_rahman@yahoo.com

THE CONCEPT OF LEGAL PROTECTION OF ACEH GOV ERNMEN'T CONCERNING
WOMEN WORKERS IN MALAYSIA IN POST-DISASTER AND POST-CONFLICT

An increasing number of human rights violations cases against Indonesian women
workers, particularly domestic helpers (Housemaid), who worked in Malaysia has been
a particular concern of the Government of Indonesia. Domestic working area is an area
that is vulnerable abuses. There have been many policies issued to provide protection
against them, but have no significant impact, yet. Unlike the labor conditions of Acehnese
women who work in Malaysia, especially after tsunamy and conflict. The rate of violence
against Aceh women workers working in Malaysia is still quite small compared to labor
from other provinces in Indonesia. Therefore, understanding the root of the problems or
potential violations so as to provide legal protection against women workers still require
further research. This paper will present the results of qualitative research with socio-
juridical approach to several potential violations of Acehnese women workers in Malaysia
and legal protection policies that have been implemented by the Government of Acch in
post-tsunamy and conflict on women workers in Malaysia. The results showed that the
human rights violations against women in the labor force can not be separated from the
element of the substantive law, legal structures, and legal culture. Acch Government policy
concept! is expected to be a reference for other provinces in providing legal protection for

women workers, especially those working in Malaysia.

Keywords: Legal Protection, Women Workers, Aceh, Malaysia, Post-Disaster, Post-
Conflict
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Konsep Perlindungan Hukum Pemerintah Aceh
Terhadap Tenaga Kerja Perempuan di Malaysia
Paska Tsunamy dan Konflik

ICAIOS 2014 Malahayati & Amrizal
Universitas Malikussaleh
Fakultas Hukum, JI. Jawa Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia
Email: mala_rahman@yahoo.com

Abstract - Peningkatan jumlah kasus pelanggaran HAM
terhadap tenaga kerja perempuan Indonesia, khususnya
Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), yang bekerja di
Malaysia telah menjadi perhatian khusus dari Pemerintah
Indonesia. Wilayah kerja domestik merupakan wilayah yang
rentan terjadinya pelanggaran. Sudah banyak kebijakan
yang dikeluarkan untuk memberikan perlindungan
terhadap mereka, namun belum memberikan dampak yang
cukup berarti. Berbeda dengan kondisi tenaga kerja
perempuan Aceh yang bekerja di Malaysia, khususnya
paska tsunamy dan konflik. Angka kekerasan terhadap
tenaga kerja perempuan Aceh yang bekerja di Malaysia
masih relatif kecil dibandingkan dengan tenaga kerja dari
provinsi lain di Indonesia. Untuk itu, pemahaman terhadap
akar masalah atau potensi terjadinya pelanggaran sehingga
dapat memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga
kerja perempuan masih memerlukan penelitian yang lebih
lanjut. Makalah ini akan menyajikan hasil penelitian
kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis terhadap
beberapa potensi terjadinya pelanggaran terhadap tenaga
kerja perempuan Aceh yang bekerja di Malaysia dan
kebijakan perlindungan hukum yang telah diterapkan oleh
Pemerintah Aceh paska tsunamy dan konflik terhadap
tenaga kerja perempuan, khususnya PLRT yang bekerja di
Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan
hukum perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan
tidak terlepas dari unsur substansi hukum, struktur hukum,
dan budaya hukum. Konsep kebijakan Pemerintah Aceh
diharapkan dapat dijadikan acuan bagi provinsi lain dalam
memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja
perempuan, khususnya yang bekerja di Malaysia.

Keyword: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Perempuan,
Pemerintah Aceh, Malaysia.

|. PENDAHULUAN

Tulisan ini akan membahas lebih lanjut tentang
beberapa akar permasalahan yang dihadapi tenaga kerja
perempuan yang bekerja di Malaysia dan kebijakan
perlindungan hukum vyang telah diterapkan oleh
Pemerintah Aceh paska tsunamy dan konflik terhadap
tenaga kerja perempuan, khususnya PLRT yang bekerja di
Malaysia. Tujuannya adalah mendapatkan sebuah konsep
perlindungan PLRT Indonesia yang memenuhi prinsip-
prinsip fundamental Hak Asasi Manusia.

Hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia sudah
berjalan lama dan memiliki nilai historis yang sangat
panjang. Salah satu hubungan kedua Negara yang cukup
kompleks adalah hubungan pasar kerja, dimulai dari

hubungan tradisional antar penduduk yang berada di batas
wilayah Negara sampai hubungan kerja yang sudah diatur
melalui instrumen hukum internasional secara formil.

Berdasarkan data dari International Organisation for
Migration (IOM), diperkirakan sekitar 3% dari seluruh
penduduk dunia atau sebesar 214 (dua ratus empat belas)
juta adalah buruh migran[1]. Bahkan diprediksi pada
tahun 2050 akan meningkat tajam menjadi 400 juta orang.
Pada tahun 2010, IOM memperkirakan jumlah buruh
migran dari Asia Tenggara mencapai 10,2 juta orang,
dengan rincian sekitar 6,7 juta orang bekerja di negara-
negara Asia Tenggara, 3,2 juta bekerja di Amerika
Serikat, dan sisanya bekerja di wilayah lain, terutama di
negara-negara teluk[2]. Indonesia dan Filipina merupakan
negara utama pengirim tenaga kerja, sedangkan Malaysia
dan Thailand adalah negara penerima tenaga Kerja
terbanyak. Buruh migran terbanyak berada di negara
Malaysia, Singapore dan Thailand yang berasal dari
Kamboja, Indonesia, Myanmar, dan Filipina[3]. Pada
Januari tahun 2007, ASEAN mengadopsi the Declaration
on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant
Workers.

Perlindungan HAM buruh migran sudah menjadi
perbincangan hangat pada tingkat global, regional maupun
nasional. Fokus utama adalah pencegahan terhadap
kekerasan di tempat kerja maupun dalam kehidupan
sehari-hari, sering kali dalam bentuk penyalahgunaan
kekuasaan atau diskriminasi, khususnya dalam bidang
kerja domestik atau Penata Laksana Rumah Tangga
(PLRT). Namun demikian, upaya terhadap peningkatan
perlindungan buruh sering diabaikan, baik di negara
pengirim (asal) maupun negara penerima. Kalaupun ada,
pelaksanaan di lapangan masih belum maksimal. Masih
banyak buruh migran yang tidak mendapatkan
perlindungan hukum yang sepatutnya, baik terhadap buruh
berdokumen  (documented) maupun buruh tidak
berdokumen (undocumented).

Meningkatnya kasus penganiayaan terhadap PLRT
Indonesia yang bekerja di Malaysia menambah
keprihatinan kita terhadap tanggung jawab negara dalam
melindungi warga negaranya. Peran negara seakan-akan
menjadi semakin tidak nampak bila kita cermati kasus-
kasus yang terjadi terhadap PLRT Indonesia. Padahal
kenyataannya sudah banyak langkah yang dilakukan oleh
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Pemerintah dalam menindaklanjuti dan melindungi PLRT
Indonesia yang bekerja di luar negeri. Bahkan
Memorandum of Understanding (MoU) yang telah dibuat
dengan pemerintah Malaysia juga sudah cukup banyak.
Terakhir setelah masa moratorium, Indonesia dan
Malaysia kembali membuat Perjanjian Bilateral dalam
Bentuk Protokol Amandemen MoU Perekrutan dan
Penempatan Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia di
Malaysia tahun 2011.

Proses perekrutan tenaga kerja sampai tenaga kerja
tersebut pulang kembali ke daerah asalnya merupakan
sebuah proses yang panjang dan kompleks yang
melibatkan banyak pihak. Pihak berwenang tersebut
dimulai dari tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi,
nasional sampai pihak negara penerima. Hal ini menuntut
kesungguhan semua pihak dalam menyelesaikan
permasalahan yang ada secara komprehensif. Pemerintah
Pusat harus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Hal
ini diharapkan dapat meminimalisir permasalahan yang
dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia, yang berdasarkan
data dari BNP2TKI disebutkan bahwa 80% permasalahan
yang dihadapi berawal dari permasalahan yang terjadi di
dalam negeri[4]. Masalah-masalah seperti pemalsuan
identitas, penipuan, pemerasan, penyekapan, itu sering
terjadi di desa-desa atau kabupaten/kota asal pengirim
tenaga kerja. Hal ini berada di luar pengawasan
Pemerintah Pusat. Sepatutnya hal tersebut ditangani
langsung oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah  Aceh memiliki kepentingan sendiri
terhadap perlindungan tenaga kerja di Malaysia.
Tingginya jumlah penduduk Aceh yang bekerja di
Malaysia, baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi,
menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Aceh dalam
memberikan perlindungan terhadap warganya.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis.
Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran
umum tentang akar permasalahan yang selama ini terjadi
dalam ranah ketenagakerjaan, khususnya tenaga kerja
yang bekerja di luar negeri. Bahan-bahan hukum
didapatkan dari berbagai sumber referensi dalam bentuk
dokumen hukum, buku-buku, jurnal, makalah, maupun
sumber sekunder lainnya. Data utama didapatkan dari
beberapa hasil wawancara dengan narasumber yang
memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Tulisan ini akan memaparkan secara sistematis
permasalahan tenaga kerja perempuan Indonesia di
Malaysia, dimulai dari masa pra-penempatan dan
penempatan. Pada tahap selanjutnya akan dipaparkan
beberapa kebijakan Pemerintah Aceh dalam memberikan
perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja di
Malaysia. Kebijakan ini dianalisis sesuai dengan teori
yang dikemukakan oleh Laurence M Friedman, terkait
sistem penegakan hukum yang dipengaruhi oleh substansi
hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Tujuannya
adalah untuk menjawab permasalahan tenaga Kkerja
Indonesia yang bekerja di luar negeri, khususnya tenaga
kerja perempuan Aceh di Malaysia, serta kebijakan
perlindungan hukum vyang telah diterapkan oleh
Pemerintah Aceh selama ini.

1. PERMASALAHAN TENAGA KERJA PEREMPUAN
INDONESIA DI MALAYSIA

Hubungan antara Aceh dan Malaysia memiliki nilai
historis yang cukup panjang. Hubungan ini didasari atas
kedekatan wilayah, hubungan keagamaan, kebudayaan,
dan hubungan-hubungan sosial yang cukup kompleks.
Permasalahan ini pada awalnya kurang mendapatkan
perhatian dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Namun semakin hari, permasalahan yang timbul semakin
meningkat dan beragam, apalagi sejak pengelolaan
penempatan tenaga kerja diserahkan kepada pihak swasta.

Permasalahan  timbul mulai dari tahap pra
penempatan/perekrutan, masa penempatan, sampai purna
penempatan atau setelah tenaga kerja kembali ke daerah
asalnya. Lebih lanjut akan dibahas beberapa permasalahan
yang sering muncul pada beberapa tahap tersebut.

A. PraPenempatan

Masa pra penempatan memiliki potensi masalah yang
sangat besar. Berdasarkan data dan hasil penelitian
beberapa lembaga dan data resmi dari BNP2TKI, 80%
masalah tenaga kerja diawali pada masa pra penempatan.
Masa pra penempatan ini melibatkan banyak para pihak di
dalam negeri, dari desa asal tenaga kerja sampai tingkat
provinsi maupun nasional Negara Republik Indonesia.

Salah satu permasalahan yang cukup sering terjadi
adalah perekrutan yang dilakukan secara illegal.
Permasalahan perekrutan illegal ini terjadi dalam beberapa
modus, seperti perekrutan yang dilakukan oleh Perusahaan
Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS) illegal yang
tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah. Modus lain
adalah perekrutan melalui lembaga sponsor yang
kemudian dijual kepada PPTKIS resmi, sehingga calon
tenaga kerja harus melewati prosedur yang lebih panjang
dan rawan penipuan dan pemerasan. Selain itu, banyak
juga calon tenaga kerja yang direkrut dan diberangkatkan
oleh calo. Selain itu, PPTKIS resmi juga memiliki peluang
untuk melakukan penyelewengan melalui perekrutan
secara illegal dengan mengirimkan calon tenaga kerja
tanpa menjelaskan job ordernya di Negara tujuan. Bahkan
yang lebih memprihatinkan adalah semakin maraknya
perekrutan terhadap calon tenaga kerja di bawah umur dan
buta huruf [5].

Permasalahan lain yang juga sering terjadi pada tahap
pra penempatan adalah pemalsuan dokumen yang dapat
dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait. Dokumen-
dokumen yang sering dipalsukan adalah kartu keluarga,
kartu tanda penduduk, ijazah, surat ijin keluarga, paspor,
hasil tes kesehatan dan surat kompetensi palsu. Dari
berbagai dokumen ini terlihat banyaknya pihak yang
memiliki potensi untuk melakukan penyelewengan
terhadap prosedur perekrutan yang telah ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan. Pembuatan dokumen
yang dilakukan dengan cara yang menyalahi aturan
menyebabkan calon tenaga kerja harus mengeluarkan
biaya yang lebih besar dari yang seharusnya, bahkan harus
menyerahkan pungutan liar kepada para calo.

Permasalahan pada tahap perekrutan ini terus terjadi.
Hal ini tidak terlepas dari pemberian kewenangan kepada
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pihak swasta dalam melakukan perekrutan. Agen-agen
tenaga kerja mengatur perekrutan buruh, permohonan izin
bekerja, pelatihan, transit, dan penempatan pekerja di
tempat majikan dengan sedikit atau bahkan tanpa
pengawasan dari Pemerintah Indonesia maupun Malaysia,
baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerahnya[6].

Pemerintah Indonesia mengharuskan seorang pekerja
rumah tangga yang bekerja secara legal mendapatkan
pekerjaan di luar negeri melalui agen tenaga kerja
terdaftar yang dapat membantu mereka membuatkan
paspor, memperoleh visa kerja sementara, pelayanan
kesehatan, membayar asuransi dan biaya lainnya,
mendapatkan pelatihan dan ketrampilan kerja lainnya.
Terdapat ratusan agen perekrutan berlisensi di Indonesia
dan ratusan lainnya yang bahkan tidak memiliki lisensi.
Mereka bisa menghasilkan kurang lebih US$ 2 milyar per
tahun dengan cara menarik ongkos kepada para pekerja
tersebut sebesar US$ 1,500 sampai US$ 2,000 agar dapat
bekerja di luar negeri, dan banyak juga yang meminta
ongkos tambahan [7].

Kementerian Tenaga Kerja dan  Transmigrasi
(Kemenakertrans) mengeluarkan lisensi bagi para agen
tenaga Kkerja, setelah itu para agen tidak perlu lagi
menjalani  pengkajian untuk memperbaharui secara
berkala izin tersebut. Identifikasi dan pemberian sanksi
kepada agen yang melakukan tindakan kekerasan dan
penyelewengan jarang dilakukan karena tidak disertai
dengan pengawasan yang rutin dan ketat oleh
Kemenakertrans.

B. Masa Penempatan

Pada masa penempatan, PLRT Indonesia yang bekerja
di Malaysia menghadapi berbagai macam pelecehan hak
asasi manusia, termasuk jam kerja yang sangat panjang
tanpa upah lembur, tanpa hari libur, pembayaran upah
yang tidak penuh atau tidak teratur, kekerasan psikologis,
fisik dan seksual, kondisi hidup yang memprihatinkan,
pengekangan kebebasan mereka untuk bergerak dan
menjalankan ibadah, bahkan memperdagangkan buruh
pada lingkungan kerja paksa [8].

PLRT juga ada yang mengalami pengurungan dan
penyiksaan. Ada beberapa kasus yang pernah dimuat di
Harian Kompas, yaitu kasus Nirmala Bonat, Ceriayati, Siti
Hajar, dan masih banyak lagi kasus-kasus penyiksaan
yang dialami pekerja Indonesia di Malaysia[®]. Dalam
Laporan Tahunan Human Rights Watch Tahun 2004 yang
berjudul Household Worker’s Rights Trampled disebutkan
bahwa ribuan tenaga kerja wanita yang mayoritas adalah
pekerja domestic asal Indonesia mendapatkan siksaan
fisik dan mental. Mereka tidak mendapatkan hak-hak
sebagai pekerja serta tidak mendapatkan perlindungan.
Human Rights Watch mencatat sebanyak 18.000 pekerja
domestik asing yang bekerja di Malaysia terpaksa kabur
dari rumah majikannya. Malaysia mempekerjakan tidak
kurang dari 240.000 pekerja domestik asing dan 90 %
berasal dari Indonesia ['°].

Perdagangan manusia merupakan salah satu kasus yang
menambah kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam
bidang ketenagakerjaan di luar negeri. Perdagangan

manusia terjadi tidak berbeda jauh dengan kondisi
perbudakan di masa lalu, yang berawal dari dijanjikannya
pekerjaan yang layak di luar negeri[*'].

Berdasarkan Global Alliance Against Traffic in Women,
perdagangan perempuan dapat didefinisikan sebagai
semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan
perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi
perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman
atau penerimaan seseorang dengan menggunakan
penipuan atau tekanan termasuk tekanan atau penggunaan
ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau
lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau
menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk
bekerja yang tidak diinginkan dalam pekerjaan domestik
atau seksual, dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau
dalam kondisi perbudakan, di dalam suatu lingkungan lain
dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu
penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali [*?].

Beberapa data menunjukkan bahwa sebagian besar
kasus trafficking terjadi di bidang pekerjaan seksual.
Pekerja Seks Komersial di Malaysia diperkirakan
mencapai angka 6.750 orang, dimana 62,7% berasal dari
Indonesia atau sekitar 4.200 orang. Yang lebih
memprihatinkan lagi adalah 40% dari mereka adalah anak
berumur 13-18 tahun[*®].

Untuk mengantisipasi semakin meningkatnya angka
trafficking dari Indonesia ke Malaysia, Pemerintah
Indonesia  melakukan  berbagai  kegiatan  seperti
peningkatan kapasitas penegak hukum, peningkatan
kerjasama dengan pemangku kepentingan yang lain dan
pihak penegak hukum Malaysia. Hasilnya Kepolisian RI
dapat pemproses 23 kasus dari 43 kasus yang tertangkap.
Selain itu juga ditingkatkan perlindungan kepada korban
perdagangan orang melalui aksessibilaitas terhadap
layanan kesehatan terpadu di Rumah Sakit Umum Pusat,
Propinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit Kepolisian
Pusat dan Bhayangkara di Daerah.'*

I11. KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH ACEH
TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN

A. Substansi Hukum

B. Struktur Hukum

C. Budaya Hukum

IV. KESIMPULAN
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